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WALIKOTA SOLOK 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA SOLOK 
NOMOR : 41 TAHUN 2018 

TENT ANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHON ANGGARAN 2019 

WALIKOTA SOLOK, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Solak Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan 

Peraturan Walikota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan 
Pemerintahan Kotamadya Solak dan Kotamadya Payakumbuh; 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
Kolusi Korupsi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara N omor 4400 ) ; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5156); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 5219); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara 5272); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif dan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor ); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 tahun 2011; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 
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27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9); 

28. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Solok Nomor 1 Tahun 2012); 

29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 2); 

30. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solak Tahun 2016 Nomor 
1); 

31. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5); 

32. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adrninistratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 201 7 
Nomor 7), 
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Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas: 

a) Pendapatan 
1. Pendapatan Asli Daerah Rp 
2. Dana Perimbangan Rp 
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 

Jumlah Pendapatan 

b) Belanja 
l.Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp 
b) Belanja Hi bah Rp 
c) Belanja Bantuan Sosial Rp 
d)Belanja Bantuan Keuangan Kepada Rp 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ 
Pemerin tahan 

e) Belanja Tidak Terduga Rp 

Jumlah 

48.898.843.886,53 
527.057.096.000,00 

54.656.483.882, 18 

24 7 .886.195.800,04 
5.705.000.000,00 

312.000.000,00 
546.337 .278,00 

1.000.000.000,00 

Rp 

Rp 

630.612.423.768,7 l 

255.449.533.078,04 

2. Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Barang dan Jasa 
c] Belanja Modal 

Jumlah 
Total Belanja 

Defisit 

Rp 
Rp 
Rp 

22.589.194.194,00 
24 7 .575.348.655,67 
159.972.370.691,00 

Rp 
Rp 
Rp 

430.136. 913.540,67 
685.586.446.618,7 l 
(54.974.022.850,00) 
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c. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan 

Rp 
Rp 

57.549.022.850,00 
2. 5 7 5. 000. 000, 00 

Rp 
Rp 

54.974.022.850,00 
0,00 

Pasal 2 
Ringkasan PenjabaranAPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan 
W alikotaini terdiri dari : 

a. Lampiran I 

b. Lam piran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan APBD 
berdasarkan kelompok, Jenis objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan 

Penjabaran Anggaran menurut urusan, organisasi, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Hibah yang diterima 
Tahun Anggaran 2019 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial yang 
diterima Tahun Anggaran 2019 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini 
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Pasal 4 
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan. 

Pasal 5 
Jika terjadi keadaan darurat/bencana alam untuk pembiayaannya akan digunakan Belanja Tidak 
Terduga 

Pasal 6 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Serita 
Daerah 

Ditetapkan di Solok 
Pada tanggal: 17 Desember 2018. 
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Diundangkan di Solok 
Pada tanggal: 7 Desember 2018 
SEK ETARI DAERAH KOTA SOLOK, 

RUS IANTO 
BERI A DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 41 
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